Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 173

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA
Buku

Abhan dkk. 2019. Buku Saku: Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Ptps) 20109.
Bawaslu RI. Jakarta.

Ali Ahmad. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana Prenada
Group. Jakarta.

Anderson Terence. et. All. 2005. Analysis of Evidenc6e Second Edition. Cambridge
University Press. New York.

Aminanto Kif. 2024. Meminimalisir Disparitas  Keputusan Hakim untuk
mewujudkan Keadilan Masyarakat. Media Luhur Sentosa. Jakarta
Selatan.

Arief Nawawi Barda. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung.

Asy’ari Hasyim et. All. 2022. Penyelesaian Pelanggaran Administratif dan
Sengketa Proses Pemilu, Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.

Bhudiati Ida & Santoso Topo. 2019. Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan,
Pelaksanaan. Dan Pengawasan. Sinar Grafika. Jakarta.

Budiarsih. Slamet, Usman. 2021. Penanganan Pelanggaran Pemilu: Kajian Hukum
Pidana dan Administrasi. Untag Press. Surabaya.

Butarbutar Nurhaini Elisabeth. 2018. Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah
untuk Menemukan Kebenaran dalam IImu Hukum. PT. Refika Aditama.
Bandung.

Black Compbell Henry. 1999. Black’s Law Dictionary Seventh Edition. \West
Group St. Paul Minn. United States of America.

Chandra Septa. 2021. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana
Administratif. Kencana. Jakarta.

Edward Siregar Frietz.2020. Dimensi Hukum Pelanggaran Administratif Pemilu.
Konstitusi Press. Jakarta.

Efendi Tholib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Sistem Proses
Peradilan di Beberapa Negara. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Emanuel Angel et. All, 2019. Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum
Pidana Pemilu. Electoral Research Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.



Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 174

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Fahmi. 2011. Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum dalam sistem
peradilan pidana Indonesia. PT. Ghalia Indonesia Publishing.

Fahmi Khairul & Isra Saldi. 2021. Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip
dalam Konstitusi Indonesia. Rajawali Press. Depok.

Fajar Mufti dan Ahmad Yulianto. 2022. Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Garner Bryan A. 1999. Black’s Law Dictionary. Seventh Edition. West Group. St.
Paul Minn.

Hamzah Andi. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi ke Il. Sinar Grafika.
Jakarta.

Hiariej O.S. Eddy. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Erlangga. Jakarta.

Hiariej O.S Eddy. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Yogyakarta

H.R. Ridwan. 2016. Persinggungan Antara Bidang Hukum Dalam Perkara
Korupsi. FH UlI Press. Yogyakarta.

Imron Ali & Igbal Muhammad, 2019, Hukum Pembuktian. Unpam Press.
Tangerang.

Isharyanto. 2016. Teori Hukum: Suatu Pengantar Pendekatan Tematik, Penerbit
WR, Yogyakarta.

James Toby S. 2012. Elite Statecraft and Election Administration: Bending the
Rules of the Game. Basingstoke. Palgrave Macmillan.

Junaidi Amir. 2017. Hukum Acara Pidana antara Teori dan Praktik. Universitas
Islam Batik. Surakarta.

Kadi Sukarna. 2016. Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif
Keadilan. UNNES PRESS. Semarang.

Kansil Cst dkk. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jala Permata Aksara. Jakarta.

Lita Tyesta Lita. 2020. Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi
Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Pusaka Media. Bandar
Lampunog.



Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 175

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Lubis Fauziah. 2020. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Manhaji. Medan.

Manan Bagir. 2011. Negara Hukum Yang Berkeadilan. Pusat Studi Kebijakan
Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.

Marzuki Mahmud Peter. 2008. Pengantar lImu Hukum. Prenada Media Group.
Jakarta.

Marzuki Mahmud Peter. 2005. Legal Research. Pranada Media. Jakarta.

Muchtar Arifin Zainal & Hiariej O.S. Eddy. 2021. Dasar-Dasar IiImu Hukum. Red
& White Publishing. Jakarta.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram.

Muhammad Kadir Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya
Bakti. Bandung.

Munir Fuady. 2005. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. PT
Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nathan. 2024. Law of Evidence. Brickfields Asia College. Malaysia.

Prins W.F & Adisapoetra Kosim, 1083, Pengantar Hukum Negara, Pradnya
Paramita. Jakarta.

Purwoleksono Endro Didik. 2015. Hukum Acara Pidana. Airlangga University
Press. Surabaya.

Radbruch Gustav. 2012. Tujuan Hukum. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Rahmad Asra Riadi. 2019. Hukum Acara Pidana, Rajawali Press. Depok.

Renggong Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus: Delik-Delik diluar KUHP.
Kencana. Jakarta.

Rosyid Aenur. 2020. Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri. Jember.

Saiful Aris. 2021. Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum. Setara
Press. Malang.

Santoso Topo & Satria Hariman. 2023. Hukum Pidana Pemilu. Rajawali Pers.
Depok.



Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 176

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Santoso Topo, dkk. 2006. Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu.
Perludem.

Santoso Topo, Surbakti Ramlan, Supriyanto Didik. 2011. Penangan Pelanggaran
Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.

Santoso Topo. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Sinar Grafika. Jakarta.

Santoso Topo. 2023. Asas-Asas Hukum Pidana. Rajawali Press. Depok.

Sofyan Andi & Azis Abd. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Kecana.
Jakarta.

Solahuddin Hakam Abdul dkk. 2023. Hukum Pemilu di Indonesia. PT Sada Kurnia
Pustaka. Serang Banten.

Soerjono Soekanto Soerjono & Mamuji Sri. 1990. Penelitian Hukum Normatif,
Rajawali Press. Jakarta.

Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung.

Supardjaja Emong Komariah. 2002. Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam
Hukum Pidana Indonesia. Alumni. Bandung.

Surbakti Natangsa & Sudaryono. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum
Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Muhammadiyah
University Press. Surakarta.

SW. Sumardjono Maria. 2019. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Syam Radian. 2022. Masalah Hukum Pemilu Konsep Dan Analisis Kasus. PT
Rajawali Buana Pusaka. Depok.

Yanuar Tofik Chandra. 2022. Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha. Jakarta.

Yudisial Komisi .2014. Problematika hukum dan Peradilan di Indonesia. Pusat
Data Pelayanan Informasi. Jakarta.

Jurnal

Bayu Muhammad Pratama et. all. “Criminal Legal Responsibility For Murder
Perpetrators Who Suffer From Severe Mental Disorders (Psychotic)”.
International Journal of Humanities and Social Sciences Education.
Volume 4 Number 2. 2024.



Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 177

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Hasyim Syarifuddin, et. all. “The Election Violations Conducted By Election
Organizers Of Aceh Besar Regency”. Jurnal Hukum Syiah Kuala
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 5 Nomor 3. 2021.

Olaosebikan Simean, Godwin Oyedokun. “Forensic accounting evidence:
Preservation and admissibility”. National Journal of Multidisciplinary
Research and Development VVolume 8 Number 2. 2023.

Pardon Mireille. “The crowd’s two faces: keeping the peace and fearing the stranger
in late medieval Flanders”. Medieval History of Journal VVolume 49
Number 2. 2023.

Prieni Paul Jean. ” Gustav Radbruch’s 1946 essay “Statutory Lawlessness and
Suprastatutory Law” and his sketched patterns for the criminal liability
of judges for National Socialist crimes and German early courts
practice”. SSRN Electronic Journal Volume 6 Number 2. 2021.

Shcherbanyuk Oksana, et all. “Legal nature of the principle of legal certainty as a
component element of the rule of law”. Juridical Tribune Journal,
Volume 13. Number 1. 2023.

Sumodiningrat Aprilia. “Measuring the Transformation of Bawaslu Into A Special
Election Court”. Jurnal Konstitusi Volume 19 Nomor 1. 2022.

Tornado Shophan, et all. “Criminal Sanction Policy On The Field of Forest And
Land Combustion In South Kalimantan Province”. Prosiding Seminar
Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 5 Nomor 1. 2020.

Tucker Edwin W. “The Morality of Law by Lon L. Fuller”. Indiana Law Journal
Volume 40 Number 2. 1965.

Verido Dwiki Herdhianto. “Omnibus Law In The Principles Of Legality’s
Framework”. Reseach Inovation Journal Volume 2 Number 10. 2022.

Yulianti Selvi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemilu  Legislatif Tahun 2014  (Studi  Putusan  Nomor:
70/Pid./2014/Pt.Tjk.)”. Jurnal Fiat Yusticia Volume 10 Nomor 1. 2016.

Tesis/Disertasi/Makalah

Adji Seno Indriyanto. 2016. “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”
Makalah Focus Group Discussion (FGD) BPHN. Jakarta Timur.

Jabar Rahim, Abdul, 2020, “Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Anggota KPU
yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu”. Disertasi. Program Doktoral



Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 178

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

lImu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan/Laporan
Pelanggaran Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum
Terpadu.

Putusan-Putusan

Putusan Nomor 014/Lp/PI/Kab/13.17/\V/2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu Bawaslu Sulawesi Selatan.

Putusan Nomor 014/LP/PL/KAB/13.17/V//2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Garut.

Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Makassar.
Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2019/PN Makassar.
Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Garut.

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tebo



Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan
Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum. 179

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/ PN Tebo



	DAFTAR PUSTAKA 

